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PUTUSAN
Nomor [JlliPdt.G/2019/PA.Mto
z N .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

I 1 ur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, pendidikan MAN (Madrasah Aliyah Negeri),
alamat I
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai
Penggugat;

Melawan

I o 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat |l
I . ecamatan
Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 06
Agustus 2019 dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Mto,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada Hari Rabu, Tanggal 18, Bulan Juni, Tahun 2014, dihadapan
Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
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2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis sedangkan
Tergugat berstatus Duda,;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
yang beralamat di [ G <ot Jambi,
Provinsi Jambi, selama + 1 Tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

satu (1) orang anak bernama:

5. Bahwa, pada Tanggal 20 Bulan Februari, Tahun 2017, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan Anak, padahal sebelumnya tidak ada
perselisihan/pertengkaran sama sekali;

6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Sighat
Ta'lik Talak Tergugat saat Pernikahan, yakni point 1, 2 dan 4;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo
Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'l Tergugat (GG
Terhadap Penggugat () :-noan iwadh Rp.

10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten
Tebo, Nomor [ GGG - <t surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [N
I Gkt surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P2;
2. Bukti Saksi.
I U 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di |G

I <ccamatan Sumai, Kabupaten Tebo, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak
Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan
status Tergugat adalah duda;

- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik talak;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai satu orang anak;
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- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak memperdulikan
nasib dan kehidupan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat ta’lik talak yang diucapkan waktu
akad nikah;

I U 21 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di | R

I <ccomatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik
kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan
status Tergugat adalah duda;

- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’'lik talak;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak memperdulikan
nasib dan kehidupan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan
waktu akad nikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon
putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak
pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak
datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai
dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan
agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,
karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah
karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim
membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan, bukti surat
tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu
alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan
absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah dinazegelenkan, bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai
tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat
bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai
penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan
keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan Saksi-saksi terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 2014, dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan
tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam nafkah
keluarga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun
2017;

4. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta’'lik talak pada waktu akad
nikah, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar shighat taklik talak yang
diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat
telah membayar uang iwad/ sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar shighat taklik talak yang
diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat
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telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (GcTcTGGEEEE t<hadap
Penggugat (G - gan iwvadh Rp10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumah
Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Muara Tebo pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai
Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim
Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Nur Amri,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
Hakim Tunggal

M. Rifai, S.HI.,M.HI.
Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.
Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi " Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan " Rp 330.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Biaya Materai . Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 446.000,-
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